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Introduksi

Pemilihan umum (pemilu) termasuk juga pemilihan kepala daerah
(pilkada/pemilihan) secara langsung oleh rakyat merupakan sarana perwujudan
kedaulatan rakyat guna menghasilkan pemerintahan negara yang demokratis
berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun
1945. Penyelenggaraan pemilu dan pilkada secara langsung, umum, bebas, rahasia,
jujur, dan adil dapat terwujud apabila dilaksanakan oleh penyelenggara pemilu yang
mempunyai integritas, profesionalitas, dan akuntabilitas.

Pemilu merupakan salah satu elemen terpenting untuk merawat kedaulatan
rakyat, karena meletakkan rakyat sebagai titik utama yang memegang kedaulatan
primer. Indonesia telah menyelenggarakan lima kali pemilu legislatif dan empat kali
pemilu presiden pasca reformasi, yang dimulai dari tahun 1999, tahun 2004, tahun
2009, tahun 2014, dan tahun 2019.

Pemilu tahun 2019 merupakan penyelenggaraan pemilu serentak pertama
yang menggabungkan pemilihan Anggota DPR, DPD, dan DPRD serta Pemilu
Presiden dan Wakil Presiden. Pemilu 2019 tersebut dilaksanakan berdasarkan
Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (UU Pemilu).

UU Pemilu ini menyederhanakan dan menyelaraskan beberapa pengaturan
pemilu dalam satu undang-undang. Pengaturan pemilu yang disatukan tersebut
adalah: UU Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden,
UU Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum, dan UU Nomor
8 tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD dan DPRD.

Kini, kita telah memulai Tahapan Pemilu 2024. Pelaksanaan pemilu serentak
di Tahun 2024 masih menggunakan UU Pemilu yang menjadi dasar pelaksanaan
Pemilu 2019. Berdasarkan pengalaman pemilu di tahun 2019, terdapat beberapa
problema yang harus diantisipasi dengan memperbaiki atau menyempurnakan

regulasi untuk Pemilu 2024. Namun, kita ketahui bersama, belum ada revisi yang
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dilakukan untuk mengantisipasi dan mencegah kelemahan dan permasalahan yang
akan timbul pada pelaksanaan Pemilu Serentak Tahun 2024.

Paling kurang, terdapat dua problema utama dalam pelaksanaan Pemliu 2024
yang perlu diantisipasi. Problema pertama yaitu keserentakan Pemilu dan Pemilihan
Kepala Daerah (pemilihan) pada tahun 2024. Sedangkan problema kedua adalah
beratnya tugas dan beban teknis dari penyelenggara baik dari tingkat pusat sampai
ketingkat ad hoc. Dua problema tersebut akan coba Penulis bahas secara singkat
dalam tulisan ini, dengan mengaitkankannya dengan perangkat solusi dari aspek

regulasi.

Keserentakan Pemilu dan Pemilihan

Republik Indonesia merupakan negara yang menerapkan demokrasi
konstitusional dimana kedaulatan berada di tangan rakyat, namun dilaksanakan
sesuai supremasi hukum. Demokrasi dan supremasi hukum saling berdampingan dan
tidak mendahului satu sama lain. Konsep tersebut dilandasi berlakunya Pasal 1 ayat
(2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945).

Konsep pemilihan umum wakil rakyat secara langsung, umum, bebas, rahasia,
jujur dan adil setiap lima tahun sekali sebagaimana mandat Pasal 22E ayat (1) UUD
Tahun 1945. Namun dalam pelaksanaannya, pemilu yang demikian baru bisa
terwujud bila pemilih memberi suaranya sesuai informasi yang memadai dan benar.

Sebagaimana diketahui, pemilu serentak dan pemilihan kepala daerah
(pilkada/pemilihan) selanjutnya akan dilaksanakan pada tahun 2024. Di mana dalam
satu tahun, masyarakat akan menggunakan hak pilihnya dengan begitu banyak calon
pejabat publik.

Dalam pemilu sendiri akan terdapat pasangan calon presiden dan wakilnya;
575 anggota DPR, 2.207 anggota DPRD Provinsi; 17.610 anggota DPRD
Kabupaten/Kota; dan 136 anggota DPD. Sedangkan dalam pilkada akan terdapat 33
gubernur, 415 bupati, dan 93 walikota yang dipilih.

Pemilu 2024 tetap menggunakan UU Pemilu yang sama dengan
penyelenggaraan Pemilu 2019, sehingga tidak menutup kemungkinan akan
menghadapi tantangan, kerumitan yang sama dengan yang dihadapi dalam Pemilu
2019. Sebagaimana dikemukakan di atas bahwa model pemilu serentak yang
diterapkan pada Pemilu 2019, juga akan berlaku untuk Pemilu 2024. Hanya saja,
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untuk Pemilu 2024, juga berdampingan dengan Pilkada/Pemilihan Serentak Tahun
2024,

Adapun model pemilihan umum serentak yang diatur pada UU Pemilu
dilatarbelakangi oleh Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor. 14/PUU-X1/2013
tertanggal 23 Januari 2014 yang menyatakan bahwa pelaksanaan pilpres dan
pemilihan anggota lembaga perwakilan yang tidak serentak tidak sejalan dengan
prinsip konstitusi yang menghendaki adanya efisiensi dalam penyelenggaraan
pemerintahan dan hak warga negara untuk memilih secara cerdas.

Selaras dengan itu, UU Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan
Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan
Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang, dan tiga kali perubahannya
(UU Pilkada) masih tetap berlaku dalam Pemilihan Tahun 2024.

Pada Pasal 201 ayat (8) UU Pilkada disebutkan bahwa “Pemungutan suara
serentak nasional dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil
Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota di seluruh wilayah Negara Kesatuan
Republik Indonesia dilaksanakan pada bulan November 2024”. Artinya, akan terjadi
irisan tahapan antara pemilu dan pilkada di tahun 2024 mendatang, dimana
sementara berjalan tahapan pemilu, di suatu titik tahapan pemilu, akan dimulai juga
tahapan pilkada.

Pelaksanaan Pemilu dan Pilkada Serentak 2024 merupakan pesta demokrasi
terbesar yang akan menentukan perjalanan bangsa Indonesia dalam lima tahun ke
depan. Oleh karena itu, penyelenggara pemilu harus mempersiapkan secara baik dan
matang. Jadwal dan tahapan Pemilu 2024 telah ditetapkan dan hari pemungutan
suara jatuh pada 14 Februari 2024. Sedangkan untuk Pilkada pada 27 November
2024,

Beban Tugas Penyelenggara Pemilu

Salah satu unsur kesuksesan pemilu tak lepas dari peran penyelenggara
pemilu. Dalam UU Pemilu disebutkan disebutkan bahwa penyelenggara pemilu terdiri
dari Komisi Pemilihan Umum (KPU), Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), dan Dewan
Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP). Ketiga lembaga tersebut merupakan

satu kesatuan fungsi penyelenggara dengan porsi tugas yang berbeda.
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Terdapat perbedaan peranan antara penyelenggara. KPU memiliki fungsi
sebagai pelaksana teknis tahapan pemilu. Bawaslu memiliki fungsi pengawasan dari
semua pokok tahapan, dimana yang diawasi mulai dari peserta pemilu, masyarakat
maupun penyelenggara pemilu, dalam hal ini KPU. Sementara DKPP, memiliki fungsi
menjaga etika penyelenggara pemilu baik KPU atau Bawaslu. Hal tersebut dilakukan
agar penyelenggara pemilu terjaga integritasnya dan dipercaya masyarakat. Kode etik
sebagai salah satu cara menjaga etika kita sebagai penyelenggara pemilu.

Penyelenggara pemilu diharapkan bisa melaksanakan dan menyelenggarakan
Pemilu 2024 dengan baik, profesional, berintegritas dan transparan. Harus diakui
penyelenggara pemilu akan menghadapi banyak kerumitan dalam Pemilu 2024.
Kerumitan yang dimaksud, yaitu beban kerja akan meningkat.

Pemilu 2019 lalu, merupakan pemilu serentak yang menggabungkan pemilihan
DPR, DPD, Presiden, DPRD Provinsi, dan DPRD Kab/Kota. Dengan format tersebut,
Pemilu Indonesia bahkan dinobatkan sebagai pemilu satu hari tersulit yang pernah
dilaksanakan.

Pemilu 2019 juga diklaim sebagai pemilu yang damai, tetapi memakan korban
jiwa, dengan meninggal dunianya para petugas karena kelelahan. Kondisi kelelahan
ini sebetulnya bukan hanya dialami petugas dan penyelenggara, tetapi juga oleh para
pemilih.

Ada beberapa masalah yang timbul dan yang harus dievaluasi bersama.
Pertama, terkait dengan beban tugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara
(KPPS). Mereka sudah bekerja sejak H-3 tiada henti sampai larut malam, bahkan
sampai pagi. Kerja-kerja KPPS mulai dari mengedarkan surat pemberitahuan kepada
pemilih, membuat Tempat Pemungutan Suara (TPS), sampai dengan
penyelenggaraan pemungutan dan penghitungan suara dengan banyaknya jenis
surat suara (5 jenis pemilihan). Hal ini membuat mereka kelelahan dan ada yang
sampai tak mampu menyelesaikan pengisian Formulir C1 atau salah melakukan
pengisian. Bahkan lebih buruk lagi, ada yang jatuh sakit dan bahkan meninggal dunia.

Karenanya, KPU harus memperbaiki pelaksanaan teknis penghitungan suara
di TPS, yang mana hal ini juga terkait dengan pengaturan waktu pelaksanaan tugas
serta pendidikan dan pelatihan bagi petugas KPPS. Salah satu contoh adalah

penerapan Sistem Informasi Rekapitulasi (Sirekap) yang dilakukan secara elektronik
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(e-rekap) harus lebih optimal lagi bukan hanya sebagai rekapitulasi dan keakuratan
data tapi juga dapat memudahkan tugas bagi badan ad hoc KPU.

Kedua, banyaknya jumlah logistik yang harus diamankan dan distribusikan
dengan waktu yang berdekatan dengan pelaksanaan hari pemungutan suara
sehingga membuat penyelenggara ad hoc di tingkat Panitia Pemilihan Kecamatan
(PPK), Panitia Pemilihan Setempat (PPS) di tingkat desa dan KPPS agak kewalahan.
Belum lagi ditambah dengan tugas monitoring dan membuat langsung Tempat
Pemungutan Suara (TPS) yang menambah tingkat kelelahan bagi penyelenggara di

tingkat bawabh.

Menangani Masalah dengan Rekonstruksi Regulasi

Permasalahan-permasalahan di atas dapat diantisipasi dengan adanya
regulasi yang memadai agar tercipta pemilu yang rasional, manusiawi dan
manajemen pemilu yang lebih baik untuk menjamin kualitas pemilu yang langsung,
umum ,bebas, rahasia, jujur dan adil. Selain itu juga dapat menghindarkan
penyelenggara dari beban kerja yang berlebihan sehingga terhindar dari hal-hal yang
berakibat buruk bagi kesehatan bahkan mengancam keselamatan jiwa.

Pelaksanaan tahapan pemilu pada tahun 2024 tidak akan berjalan lancar
sebagaimana yang diharapkan jika tidak dilakukan rekonstruksi (penataan ulang) dan
harmonisasi regulasi. Dengan tidak berubahnya UU Pemilu dan UU Pilkada, maka
harapan pengaturan regulasi terhadap teknis setiap tahapan pemilu, kini ada pada
Peraturan KPU (PKPU).

Baik UU Pemilu maupun UU Pilkada memberikan kewenangan kepada KPU
untuk membentuk PKPU sebagai pelaksanaan undang-undang. Kewenangan
tersebut menjadi peluang bagi KPU untuk mengatur sekaligus mengantisipasi
persoalan-persoalan pada penyelenggaraan pemilu dan pemilihan sebelumnya.
Meskipun demikian, berdasarkan prinsip hierarki norma hukum, tentu saja norma-
norma dalam PKPU tidak boleh bertentangan dengan perangkat regulasi di atasnya,
dalam hal ini UU Pemilu dan UU Pilkada serta undang-undang terkait lainnya.

PKPU yang akan disusun dan diundangkan haruslah memerhatikan kerangka
waktu dan pembahasannya juga harus dilakukan dengan matang. Maksudnya,
penetapan PKPU harus dilakukan jauh hari sebelum dimulainya tahapan, agar supaya

terdapat masa waktu bagi penyelenggara untuk memahami substansi pengaturan
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dalam norma-norma dalam PKPU. Internalisasi dan Bimbingan Teknis (Bimtek) harus
detail agar supaya persepsi penyelenggara benar-benar paripurna untuk menghindari
kesalahan dan pelanggaran dalam pelaksanaan tugas.

Di samping itu, harus terdapat waktu yang cukup untuk melakukan penyuluhan
dan sosialisasi PKPU kepada pemilih dan peserta pemilu serta para pemangku
kepentingan. Sosialisasi dan penyuluhan yang sangat terbatas, akan menyebabkan
pemahaman dari berbagai pemangku kepentingan menjadi tidak sama dan berpotensi

akan banyak terjadi sengketa dalam penyelenggaraan pemilu maupun pilkada.

Penutup

Pasca penetapan jadwal dan tahapan Pemilu 2024, baik Pemilu Nasional
maupun Pilkada 2024, maka KPU sebagai salah satu penyelenggara Pemilu perlu
mempersiapkan diri dalam menghadapi pesta demokrasi yang akan dilaksanakan
serentak.

KPU tidak boleh lengah dalam melakukan persiapan agar Pemilu dan Pilkada
2024 dapat berjalan lebih baik, dibandingkan dengan Pemilu 2019 dan pilkada-
pilkada sebelumnya. Salah satu aspek yang harus menjadi perhatian dalam persiapan
adalah regulasi sebagai guide dalam penyelenggaraannya.

Penyusunan peraturan sebagai bagian dari tahapan pemilu harus mampu
menjadi solusi bagi persoalan-persoalan yang dialami dalam pemilu dan pilkada
sebelumnya. Meskipun PKPU memiliki keterbatasan karena tidak bisa mengatur hal
yang telah jelas diatur oleh undang-undang, namun setidaknya terdapat peluang-
peluang yang dapat dimanfaatkan ketika melakukan rekonstruksi terhadap regulasi.

Kita berharap, regulasi dalam hal ini PKPU akan bisa direkonstruksi lagi, dan
mampu membuka pintu solusi bagi permasalahan-permasalahan dalam Pemilu dan
Pemilihan Serentak 2024. Niscaya, pemilu akan semakin demokratis, sehat dan
bermartabat.

Artikel ini merupakan bagian dari Program Menulis dan Berbagi Artikel Hukum Kepemiluan
Populer yang digagas JDIH KPU Sulut sebagai upaya untuk: melakukan telaah dan evaluasi
kerangka hukum Pemilu, mendokumentasikan hasil telaah dan evaluasi serta opini hukum,
membagikan konten dokumen hukum kepada pengguna JDIH, menambah koleksi dokumen

hukum (artikel dan buku hukum) JDIH KPU Sulut, serta untuk menstimulus minat literasi hukum di
kalangan penyelenggara pemilu (komisioner dan sekretariat.

Artikel yang merupakan opini penulis, diterbitkan di fitur monografi pada laman JDIH KPU Sulut
dan dipromosikan di akun medsos. Isi artikel sepenuhnya adalah tanggung jawab penulis.
Pengguna JDIH diberikan ijin mengutip dan/atau memuat Kembali artikel ini di media massa
cetak/daring dengan mencantumkan nama penulis dan penerbit JDIH KPU Sulut
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